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Kebijakan Anti Gratifikasi
PT Bank Mandiri (Persero) Thk.

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk
menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas.
Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
Gift Disclosure Statement yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank
Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola
Perusahaan dan menanamkan value integrity kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan
aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan
selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian
kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan
ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-
menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian
dengan kondisi saat ini dimana Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga
hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri telah
melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mulai
diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2018. Dalam penyempurnaan PTO Pengendalian Gratifikasi
tersebut diatur beberapa hal baru sebagai berikut :

a. Penyesuaian batas nilai kewajaran pemberian/penerimaan gratifikasi antara sesama jajaran Bank
Mandiri.

b. Penetapan batas nilai kewajaran penerimaan barang gratifikasi khusus peristiwa
musibah/bencana.

c. Penetapan SLA 5 (lima) hari kerja untuk jajaran Bank Mandiri yang melaporkan
penerimaan/penolakan gratifikasi kepada UPG.

Dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi, Bank Mandiri aktif berpartisipasi dalam
kegiatankegiatan yang dikoordinasikan oleh KPK diantaranya:

a. Mengikuti kegiatan kolaborasi Tunas Integritas Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 21-23
Maret 2018 di Kebumen, Jawa Tengah.

b. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 12-15
November 2018 di Bogor, Jawa Barat.

¢. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 4-5
Desember 2018 di Jakarta.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank
Mandiri, yaitu Compliance Group. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Decentralized Compliance &
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Operational Risk (DCOR) dan Anti Money Laundering Officer (AMLO). Adapun susunan organisasi

UPG Bank Mandiri adalah sebagai berikut :
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Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Anti Money Laundering

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme

pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut :

Data Base Penerbitan Surat

Kepala Unit Kerja Administrasi KPK
— Klarifikasi !
! ! Milik Negara
| !
*—0—©@

~

Milik Bank Mandiri

/ Laporan Via Email

Penerimaan ' atau Pelapor
— Laporan |
- a Analisa !
[ A | — — (Kewenangan !
L ]'lf/' by Pengelolaan) ! v
JajarandE_Ba_nk i Laporan iPenerbitan surat
Mandiri i Semesteran TN i penetapan
i ::‘mandm _, ?_? ®
i N i i
1 T 1 | 1
R R R K'Er'ﬁﬁé' oleh | penetapan Milik Bank Mandiri
(s ) das ) ae ) |
\ ]\ I\ H ! Pengelolaan
\l{f/ \Iir/ I; ,.,k,/ : Barang Gratifikasi
irektur
DCOR AMLO Penentuan s
Kepatuhan
P Manfaat Milik Pelapor
SLA
5HK 12HK 30HK 60HK 67HK

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level
organisasi untuk meningkatkan awareness. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan DCOR
Head dan Risk Business Control-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit
Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas regular ODP/SDP.
Selama tahun 2018, telah dilakukan sosialisasi tatap muka kepada kurang lebih 1.810 pegawai Bank
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Mandiri. Media lain yang digunakan dalam menyebarluaskan kebijakan pengendalian gratifikasi
adalah melalui pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat,
melalui pengiriman Email Blast, Screen Saver, Majalah Mandiri, pembuatan lemari pajang barang
gratifikasi dan himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan
gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan tahun baru melalui media surat kabar nasional.

Laporan Gratifikasi Tahun 2018

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/
penolakannya kepada UPG melalui sarana email paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
penerimaan/penolakan dengan mengisi form pelaporan yang disertai dengan dokumen pendukung
yang memadai.

Setelah menerima laporan, UPG akan mereviu dan mengelompokkan laporan gratifikasi yang
merupakan kewenangan Bank Mandiri atau kewenangan KPK. Selama tahun 2018, jumlah laporan
penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 129 laporan. Penerimaan
gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk,
barang dalam rangka kedinasan, honorarium dalam rangka kedinasan dan pernikahan.

Pakta Integritas

Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, Bank Mandiri memiliki program
penandatanganan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk
berkomitmen dalam menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra,
kredibilitas serta kepentingan Bank Mandiri dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi
dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.

Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun sekali. Selain itu,
Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai Bank Mandiri pada saat pertama kali
bekerja di Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.



